PILKADA DI TENGAH PANDEMI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: DR. M. Hidayat Nur Wahid, MA.
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KARAKTER PENSYARIATAN HUKUM ISLAM
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 Maslahah secara bahasa adalah lawan dari mafsadah.
(Lisanul Arab, Ibnul Manzhur, 2/517) . Secara istilah diartikan
oleh Al-Ghazali sebagai Pemeliharaan terhadap tujuan
syariat. Tujuan syariat terhadap makhluk ada lima, yaitu;
memelihara agama, memelihara akal, memelihara
keturunan, dan memelihara harta. Semua yang mencakup
memelihara 5 prinsip ini adalah maslahah. Dan semua yang
tidak memelihara 5 prinsip ini adalah mafsadah.

))&M\Ajmécﬁ\;d\" \.@_a\_\é\)d\\.@ﬁ)c hw@jd

?@J”J a5 agiad agle O 925 thad I (e e ) 5 saala "B
dSJGM}@M\d)MY\b&L&AMLAdS& ?@J\.Aje.@iuu}
(174 M\)" AALAA\.Q_’.AJJ com}@ﬁd}a.a Y 5 ujm



pasaiall Lladl dallea o 5 jadl)
KEMAMPUAN ISLAM MENGATASI BERBAGAI HAL BARU

Hukum Islam mampu menjawab semua problematika yang muncul
sepanjang zaman berlandaskan nash Al-Qur 'an, hadits dan rumusan
para ulama dalam ijtihad terhadap nash, melalui gawa’id kulliyah dan

magqgashid shariah.
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Islam memiliki karakteristik konstan dan fleksibel. Secara umum, nash-
nashnya mengandung hukum global tanpa rincian yang berkaitan
dengan pelaksanaan hukum-hukum itu. Tujuannya agar diberi
keluasan bagi seorang mujtahid untuk mempertimbangkan perbedaan
kondisi dan waktu. Namun ia memberikan penerapan garis-garis besar
ini disesuaikan dengan realita dengan tetap memperhatikan prinsip
fleksibel, dimana yang terpenting adalah terealisasinya tujuan-
tujuannya terlepas dengan sarana-sarana yang digunakan dan bentuk-
bentuk penerapannya, selama tidak bertentangan dengan nash syariat
atau prinsip dasar Islam. Oleh karena itu, realisasi tujuan umum
syariat Islam senantiasa berkembang disebabkan bersifat fleksibel dan
relevan, demikian juga tidak mengapa muncul aturan baru yang belum
ada sebelumnya karena adanya kasus-kasus yang serupa dengannya.
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HUKUM SESUATU HASIL DARI PERSPEKTIF YANG DIBANGUN
TENTANG SESUATU ITU

) dan 2l ) J oy (And) gl Al oS AlaY JaanS 4adll a8) 5l agd
ﬁg\wwﬁy\@u#\jdg\wesu\ ¥ ‘@Ms\usmyj
eS;(‘;@A}Aj céﬂ\jj\c_gt_\;\jj\ ‘_,,_\\_J\ c\.Alc M.L.\;_a ct_ﬁ.a)ud\}
Laaaal akay A ) 51l 12a L;AJ}MJULAL;; j\‘\_ﬂ_\s‘;‘ues;&.ﬂ\ v
AYI
e Dibutuhkan figih realitas untuk menentukan hukum.
Menurut Ibnul Qayyim, seorang mufti harus memiliki dua
hal: Figih Realitas dengan mengambil informasi yang benar
melalui perbandingan dan berbagai indikasi hingga
mendapat informasi menyeluruh. Figih Kewajiban terhadap
Realitas, yaitu memahami hukum Allah melalui Al-Qur an
dan hadits terhadap realitas.

PENILAIAN TERHADAP HUKUM PILKADA DI TENGAH
PANDEMI, TERGANTUNG BAGAIMANA KITA
MEMAHAMI REALITAS PILKADA DI TENGAH PANDEMI



HUKUM PILKADA DI TENGAH
PANDEMI DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH
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TUJUAN DASAR SYARIAH

* Setiap aktivitas pasti di dalamnya mengandung tujuan.
Begitupun sebuah syariah. Maqashid syariah bila diartikan
secara bahasa adalah tujuan syariah. Tujuan utama
dari maqgashid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan
untuk umat manusia (mashalih al-'ibad) baik urusan dunia
maupun urusan akhirat mereka.

e Tujuan ini disepakati para ulama karena pada dasarnya tidak
ada satupun ketentuan dalam syari’ah yang tidak bertujuan
untuk melindungi mashlahah. Terlebih syariah sangat
mendorong untuk terciptanya maslahah dalam dua dimensi
yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Sehingga substansi
dari magashid syariah sendiri adalah maslahah.

e 1) Hifdzun ad-diin (Menjaga Agama) 2) Hifdzun an-
nafs (Menjaga Jiwa) 3) Hifdzun Aqgl (Menjaga Akal) 4) Hifdzun
Nasl (Menjaga Keturunan) 5) Hifdzun Maal (Menjaga Harta)



* Magashid al-syariah untuk mendatangkan sebanyak mungkin
kemaslahatan dan menghidarkan dari kemudaratan. Namun dalam
merealisasikan maqashid tersebut dibutuhkan kemampuan untuk
mengelompokkan tingkatan maqgashid-nya, sebab tidak semua
magashid setingkat dan sederajat.

* Ada tiga tingkatan magashid, yaitu; dharuriyyah/primer,
hajiyyat/sekunder, dan tahsiniyat/tersier. Penjagaan terhadap agama
harus didahulukan daripada penjagaan terhadap empat lainnya,
sedangkan penjagaan jiwa harus didahulukan daripada penjagaan tiga
lainnya, begitu seterusnya.

 Beberapa contoh: Shalat Jumat di daerah merah ditiadakan. Di sini
hifzun nafs (dharuriyah atau primer) diutamakan daripada hifzud din
(fardhu tapi menjadi hajiyat atau sekunder). Contoh lain: Format shaf
dalam shalat yang renggang. Di sini hifzun nafs untuk menghindari
virus corona, lebih diutamakan dari hifzud din dalam kaitan format
shaff dalam shalat berjamaah.

 Bagaimana dengan Pilkada di tengah Pandemi?
Apakah termasuk dharuriyah atau primer, atau
hajiyat, atau bahkan tahsiniyat tersier?



HUKUM PILKADA DI TENGAH
PANDEMI DALAM PERSPEKTIF
FIQIH MUWAZANAH
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FIQIH MENIMBANG MANFAAT
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 Memilih yang paling ringan mudharatnya di antara dua mudharat.
* Mempertimbangkan kemaslahatan dan kerusakan
* Memperhatikan dampak yang akan terjadi

Ketika harus memilih antara dua perkara yang jaiz atau halal, tetapi tingkat
atau dampak kemaslahatannya tidak sama, maka pilihan harus dijatuhkan
kepada yang dikalkulasi lebih besar maslahatnya. Rasulullah 2 manakala
diberi pilihan antara dua perkara yang halal dan tidak mengandung dosa di
dalamnya, maka beliau memilih mana yang lebih maslahat, lebih ringan,
baik tenaga, waktu atau biayanya. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits
riwayat Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah:
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MENIMBANG PILKADA DI TENGAH PANDEMI, MANA YANG LEBIH BESAR
MANFAAT ATAU MADHARATNYA?



HUKUM PILKADA DI TENGAH
PANDEMI DALAM PERSPEKTIF
KAIDAH USHUL DAN FIQIH
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* Menolak mafsadah lebih utama dari mengambil
mashlahah - hindari kemungkinan datangnya
kesalahan.

 Menolak mafsadah pandemi lebih diutamakan
daripada maslahah Pilkada?

* Sejauh mana Pilkada di tengah pandemi sangat
membuka kemungkinan datangnya kesalahan,
berupa terbukanya klaster Covid-19?



HUKUM PILKADA DI TENGAH
PANDEMI DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH SYAR’IYAH



SIYASAH SYAR’IYAH
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e Syariat didatangkan untuk mencapai dan menyempurnakan
kemaslahatan, menghambat, dan meminimalisir kerusakan.
Contoh: Dibolehkan membuat perjanjian dan meninggalkan

perang antara kaum Muslimin dan kafir, sesuai tingkat
kemaslahatan yang dipandang oleh penguasa.

PEMERINTAH HARUS MENGUTAMAKAN MASLAHAT DAN
MEMINIMALISIR MAFSADAH. BAGAIMANA PEMERINTAH
MEMANDANG KEMASLAHATAN PILKADA DI TENGAH
PANDEMI?



REKOMENDASI

Melihat fiqih realitas penyebaran Covid-19 di Indonesia: Mafsadah
penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi sangat nyata. Total Kasus
Covid-19 di Indonesia hingga 13 November 2020 ada 452.291 kasus.

Konteks Maqashid Syari’ah: Mengutamakan hifzun nafs ketimbang
magashid syar’iyah yang lain. Menyelamatkan nyawa anak bangsa lebih
diutamakan dari kepentingan apapun.

Konteks figh muwazanah dan Ma aalaat: Kemungkinan terbukanya
klaster penularan Covid-19 baru karena Pilkada, sangat besar.
Penggunaan figih muwazanah dan figih ma aalat menyebutkan
kemungkinan penularan itu harusnya ditutup.

Konteks kaedah fighiyah: Menghindari mafsadah penularan lebih
diutamakan ketimbang mengambil manfaat Pilkada. Ini sesuai kaidah
fighiyah, menolak mafsadah lebih diutamakan dari mengambil manfaat.

Konteks siyasah syar’iyah: Kewajiban pemerintah adalah
mengoptimalkan maslahat untuk rakyatnya dan meminimalisir
mafsadah.



